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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Kerentanan Sosial Terhadap Perubahan Iklim 

Bencana alam yang terjadi karena pengaruh perubahan iklim berdampak pada 

meningkatnya kerentanan ditengah masyarakat (KLHK, 2015). IPCC (2007) 

mendefinisikan kerentanan sebagai tingkatan dimana suatu sistem rawan, dan tidak 

mampu mengatasi dampak dari perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan 

iklim ekstrim. Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik, sosial 

kependudukan dan ekonomi. Kerentanan direpresentasikan oleh fungsi dari indeks 

keterpaparan (exposure), sensivitas dan kapasitas (Suwandi, 2017). Apabila 

perubahan/penyimpangan melewati batas toleransi maka sistem akan menjadi 

rentan akibat dampak negatif yang ditimbulkan. Tingkat kerentanan adalah suatu 

hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

risiko bencana, karena bencana baru akan terjadi apabila bahaya terjadi pada 

kondisi yang rentan  (Nurjanah et al., 2013). Jika dapat mempertahankan atau 

meningkatkan kemampuan dan asetnya baik sekarang maupun di masa depan dan 

idealnya ditingkatkan (Bebbington, 1999; Salafsky dan Wollenberg, 2000)  

masyarakat akan mampu mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan 

(Chambers dan Conway, 1991). 

Mengingat semakin meningkatnya peran daerah perkotaan secara global dan 

berbagai proses dan kendala internal (berbeda dengan daerah pedesaan) yang 

memiliki tantangan besar (tetapi juga peluang), untuk adaptasi perubahan iklim 

perkotaan diperlukan strategi adaptasi perkotaan yang baik (Birkmann et al., 2010). 

Perhatian khusus harus diberikan pada kekhasan daerah perkotaan seperti yang 

diungkapkan oleh dengan alasan sebagai berikut : 

1) Konsentrasi spasial populasi, infrastruktur dan aset lainnya mengakibatkan 

potensi paparan dan kerusakan lebih tinggi  (Romero-lankao, 2015).  
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2) Kota memainkan peran kunci dalam berfungsinya sistem ekonomi dan sosial 

berskala lebih besar (Hughes, 2013). Kerusakan kota terkait perubahan iklim 

(khususnya kota-kota besar dan secara global) akan dengan mudah 

menyiratkan terjadinya fenomena krisis pada skala yang lebih luas.  

3) Pada saat yang sama, kota-kota tertentu di Asia Tenggara dan Amerika Latin 

semakin berubah menjadi hotspot pembangunan dan dapat menimbulkan 

dampak negatif pada ketahanan awal sistem perkotaan misalnya, kerentanan 

sosial, kemiskinan, kesenjangan, ketidakstabilan sosial dan politik atau risiko 

ekologis dan ancaman terkait kesehatan (Satterthwaite, 2004) sehingga 

berdampak negatif pada prasyarat keberhasilan adaptasi perubahan iklim. 

4) Terlepas dari potensi bencana besar yang menghancurkan, bahaya sehari-hari 

skala kecil sering dianggap remeh di daerah perkotaan. Padahal gabungan 

dari bahaya kecil dapat memiliki efek yang lebih dahsyat daripada bencana 

skala besar dengan frekuensi rendah (Bull-Kamanga et al., 2003).  

5) Selain itu, mengingat kepadatan tinggi dan mobilitas populasi perkotaan, 

maka peyebaran penyakit akan lebih mudah di dalam dan di antara kota-kota 

dan dapat mempengaruhi kelompok populasi yang lebih besar, seperti yang 

ditunjukkan, misalnya, oleh penyebaran global SARS di wilayah perkotaan 

(Glouberman et al., 2006)). 

6) Di banyak daerah perkotaan, khususnya di negara-negara berkembang dan 

ekonomi baru, pembangunan infrastruktur kurang menyediakan sistem 

pembuangan air limbah yang memadai atau sarana transportasi yang efektif 

untuk upaya tanggap darurat (Graham dan Marvin, 2011). Ini dapat 

berkontribusi pada peningkatan kerentanan terhadap dampak perubahan 

iklim. 

7) Pertumbuhan dan ekspansi yang cepat di kota-kota tersebut sering 

menyebabkan hilangnya kemampuan pemerintah untuk mengarahkan 

perkembangan dan inisiatif adaptasi masyarakat secara komprehensif, 

preventif dan inklusif (Roy, 2005). 

8) Terakhir, infrastruktur yang dibangun biasanya memerlukan waktu yang 

lebih lama dengan anggaran yang lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. 
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Indikator kerentanan sosial mempertimbangkan serangkaian faktor 

kerentanan, contohnya usia, jenis kelamin, pendapatan, pengangguran, 

ketergantungan pada layanan sosial, properti perumahan (penyewa, kondisi 

perumahan), infrastruktur (layanan medis, lembaga manajemen darurat), pekerjaan, 

jejaring sosial, pendidikan, dikotomi perkotaan-pedesaan, pertumbuhan populasi, 

lingkungan binaan, status kesehatan, dll (Sudmeier-rieux dan Ash, 2009). 

Ketersediaan indikator menentukan dan/atau membatasi dimensi indeks. Pemilihan 

indikator untuk indeks merupakan produk pilihan subjektif, bergantung pada tujuan 

penelitian, kerangka kerja teoritis, ketersediaan dan keakuratan data kerentanan 

sosial dan hasil statistik (Niemeijer, 2002). 

Menggunakan indeks untuk menilai kerentanan sering diterapkan dalam 

studi terkait bencana, seperti studi oleh Chen et al., (2014) yang menggunakan 

indeks kerentanan sosial untuk mengevaluasi bencana alam di Delta Sungai 

Yangtze, Cina. Lin dan Hung (2015) menyelidiki kerentanan sosial kota-kota di 

pulau utama Taiwan. Penelitian ini terlebih dahulu membangun dan menerapkan 

indeks kerentanan sosial dan kemudian menganalisis hasil penilaian dengan 

menggunakan analisis pengelompokan spasial untuk mengidentifikasi kerentanan 

dengan asosiasi spasial. Penilaian kerentanan secara spasial bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengelompokkan lokasi yang rentan terhadap bencana.  

2.2   Program Kampung Hijau 

Kampung Hijau merupakan suatu bentuk gerakan  pengendalian perubahan 

iklim berbasis komunitas, program ini sebagai salah satu bentuk respon masyarakat 

terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi di tingkat tapak sekaligus 

langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim 

menjadi aksi bersama di tingkat lokal.  Selain aksi “akar rumput” yang dilaksanakan 

oleh masyarakat di tingkat lokal, dikembangkan juga intervensi kebijakan yang 

bersifat top-down sehingga upaya lokal tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Ensor et al. (2016) menyoroti bahwa pentingnya politik dan 

kekuasaan dalam membentuk kapasitas adaptif. Khususnya, menangani sifat 
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hubungan sosial, budaya dan politik yang sangat konteks spesifik yang menuntut 

pendekatan tepat dan responsif terhadap realitas lokal.  

Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dapat dijalankan melalui 

pendekatan pemberdayaan. Pelaksanaan Kampung Hijau menerapkan pendekatan 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip 

kemitraan. Keterlibatan komunitas lokal dan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam 

desain dan implementasi proyek dapat membantu menyelesaikan konflik. Situasi 

seperti ini dapat membangun kepercayaan antara pemangku kepentingan dan mitra, 

dan mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara masyarakat 

lokal (Dungumaro dan Madulu, 2003).  

 

 

Gambar 2.1  Pengembangan Program Kampung Hijau  

Mewujudkan Kampung Hijau perkotaan merupakan komitmen Pemerintah 

daerah Kota Yogyakarta bersama-sama dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Dinas 

Pertanian dll melalui pelaksanaan pembangunan tingkat kelurahan. Lurah 

mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi masyarakatnya guna 
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mensejahterakan warga kelurahan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. Adapun komponen pelaksanaan Kampung Hijau meliputi 

komponen fisik, komponen manajemen, komponen peran masyarakat dan 

komponen budaya/tradisi/adat (DLH Kota Yogyakarta, 2015). Selanjutnya dalam 

mewujudkan Kampung Hijau Pemerintah daerah Yogyakarta melaksanakan proses 

manajemen perubahan (Putri dan Satlita, 2018). Wibowo (2006) mendeskripsikan 

manajemen perubahan sebagai suatu proses secara sistematis dalam menerapkan 

pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi 

perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. 

Pengembangan Kampung Hijau mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program 

Kampung Iklim (KLHK, 2016), yang  dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

2.3   Peran Pemerintah daerah 

Pelaksanaan program pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, 

antara pemerintah dengan seluruh masyarakat, baik secara mandiri maupun secara 

formal melalui berbagai organisasi yang terdapat di dalam masyarakat (Kamsuari, 

2011). Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah yang mengenal potensi 

daerah dan kebutuhan masyarakatnya (Garschagen dan Kraas, 2011) seharusnya 

paling mampu menefektifkan implementasi kebijakan. Alasannya karena pada 

tingkat inilah relatif seluruh fungsi pelayanan langsung berhadapan dengan 

masyarakatnya sendiri (Soetrisno, 1995).  

Mardikanto dan Soebiato (2013) menyebutkan bahwa pembangunan 

merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus 

menerus oleh pemerintah didukung oleh partisipasi segenap warga masyarakatnya. 

Pembangunan berkelanjutan menurut Sugandhy dan Hakim (2007) adalah 

perubahan yang menuju kearah positif atau lebih baik didalam aspek sosial, 

ekonomi yang pelaksanaannya tidak mengabaikan aspek ekologi atau lingkungan 

dan sosial dimana seluruh lapisan masyarakat bergantung kepada aspek lingkungan. 

Keberhasilan penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, 

perencanan dan proses pembelajaran sosial yang dilakukan secara terpadu. 
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Permasalahan mendasar yang perlu diketahui dalam pembangunan daerah 

menurut pemikiran Kamsuari (2011) adalah menentukan peran (role), yang akan 

dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam membangun daerah bersama masyarakat. 

Ada empat peran strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah  yaitu : 

Pertama : enterpreneur, dengan perannya sebagai enterpreneur pemerintah 

daerah bertanggung jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber 

daya ekonomi. Kedua : koordinator, sebagai koordiantor pemerintah daerah dapat 

menetapkan kebijaksanaan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah dan 

merangkul semua komponen masyarakat dan dunia usaha untuk menjadi aktor 

dalam pembangunan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator, pemerintah daerah 

harus memiliki kemampuan untuk mengelola disharmoni sosial yang ada didalam 

masyarakat sebagai kekuatan integratif dalam merepon tuntutan dan tantangan  

pembangunan daerah. Ketiga : fasilitator, sebagai fasilitator pemerintah daerah 

dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional yaitu 

berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Keempat : 

stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan 

usaha melalui kebijakan khususnya yang dapat menarik investor untuk menanam 

investasi di daerah, dan sekaligus menjaga iklim kondusif agar investor yang ada 

tetap bertahan, tidak eksodus ke luar daerah. 

2.4   Partisipasi Masyarakat 

Davis dalam (Sastopoetro, 1988) mengemukakan bahwa partisipasi dapat 

didefinisikan sebagai mental dan emosi yang dimiliki orang dalam suatu kelompok 

yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi 

tanggung jawab diantara mereka. Metode partisipatif menawarkan alat untuk 

pemahaman yang diperlukan di tingkat lokal dan selanjutnya berfungsi sebagai 

media di mana nilai-nilai sosial dan strategi ilmiah dapat digabungkan (Evans et al., 

2006).  

Partisipasi adalah proses di mana pemangku kepentingan mempengaruhi 

perumusan kebijakan, pilihan investasi dan keputusan manajemen yang 

mempengaruhi masyarakat dan membangun rasa kepemilikan diantara mereka 
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(Yercan, 2003). Djalal & Supriadi (2001) menyatakan bahwa suatu masyarakat 

dapat mengenali masalah yang mereka hadapi, mengkaji masalah tersebut, 

membuat keputusan guna memecahkan masalah yang ada. Masyarakat ikut terlibat 

dalam mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan. Partisipasi 

masyarakat bersifat penting karena memiliki alasan, pertama, partisipasi 

masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi terkait kondisi 

kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, bila tanpa kehadirannya program 

pembangunan dan proyek yang ada akan gagal. Kedua, masyarakat lebih 

mempercayai program pembangunan bila mereka dilibatkan selama proses 

persiapan dan perencanaan. Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan suatu 

urgenitas karena adanya anggapan bahwa suatu bentuk demokrasi jika masyarakat 

memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan terkait penentuan jenis 

pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka (Conyers, 1991) 

Rodliyah (2013) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk 

berpartisipasi antara lain  : 

a. Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi partisipasi 

yang diberikan. Partisipasi yang diberikan oleh laki-laki berbeda dengan partisipasi 

yang diberikan oleh perempuan karena adanya sistem pelapisan sosial yang 

terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara 

keduanya, sehingga menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban. 

b. Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Perbedaan kedudukan dan derajat atas 

dasar senioritas dalam masyarakat menimbulkan adanya golongan tua dan golongan 

muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Struktur usia penduduk dapat dilihat 

dalam satuan tahun atau apa yang disebut dengan umur tunggal. 
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c. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan 

sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang 

baik. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap 

lingkungan, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Latar belakang pendidikan yang diperoleh seseorang akan 

mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan (mata pencaharian) penduduk merupakan gambaran kegiatan ekonomi 

suatu daerah, sehingga maju mundurnya dilihat dari sektor ekonominya. Jenis 

pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi 

waktu luang seseorang dalam berpartisipasi. 

e. Pendapatan. 

Besar kecilnya pendapatan atau penghasilan akan mempengaruhi partisipasi 

seseorang. Tingkat pendapatan atau penghasilan ini akan mempengaruhi 

kemampuan finansial seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

 Tahap atau bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah 

sebagai berikut (Tjahya, 2000) : 

a. Partisipasi dalam identifikasi masalah 

Partisipasi dalam tahap identifikasi masalah merupakan keterlibatan masyarakat 

dalam mengenal kondisi daerah beserta permasalahan yang dihadapi, sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan merupakan kebutuhan masyarakat setelah melihat 

permasalahan didaerahnya. 

b. Partisipasi dalam perencanaan 

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam 

rangka menentukan arah dan strategi serta kebijakan pembangunan. Partisipasi 

dalam tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi dan kebutuhan 

setempat benar-benar diperhatikan. 

c. Partisipasi pelaksanaan  

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat secara 

langsung dalam proses kegiatan pembangunan yang telah diterapkan. Partisipasi 



23 

 

 

 

masyarakat dalam tahap ini dapat berwujud uang, barang dan tenaga karena biaya 

dari pemerintah tidak mencukupi. 

d. Partisipasi pemanfaatan dan pemeliharaan 

Partisipasi dalam tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil merupakan 

keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan dan ikut serta memelihara hasil 

pembangunan, sehingga memiliki kewajiban untuk memperbaiki apabila terjadi 

kerusakan. 

e. Partisipasi evaluasi hasil pembangunan 

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi merupakan keterlibatan masyarakat 

dalam memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan selanjutnya. 

2.5   Diagram Alur Tahapan Penelitian 

- Informasi kerentanan sosial dipergunakan untuk memetakan kemampuan 

masyarakat Kampung Gemblakan Atas untuk melindungi dirinya dan 

kemampuan untuk menanggulangi dirinya dari dampak perubahan iklim 

tanpa bantuan dari luar. 

- Informasi peranan pemerintah daerah Kota Yogyakarta dipergunakan 

untuk mengetahui strategi pengembangan Program Kampung Hijau yang 

dilakukan dalam meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi 

mayarakat. 

- Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Hijau 

dipergunakan untuk mengetahui tingkat dukungan dan keterlibatan 

masyarakat dalam Program Kampung Hijau. Diagram alur  penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini : 
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Gambar 2.2 Diagram Alur Tahapan Penelitian 
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